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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang pencalonan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan

putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN, maka dapatlah ditarik

kesimpulan sebagai inti pemikiran dari kajian ini sebagai berikut :

1. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi

Maluku tahun 2013, dinilai tidak sesuai dengan hukum positif. Ketidak

sesuaian tersebut dapat terlihat dengan ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha

Negara (KPU Provinsi Maluku) dalam melaksanakan putusan Pengadilan

TUN Ambon. Putusan Pengadilan TUN Ambon Nomor:

05/2013/G/PTUN.ABN terkait gugatan terhadap Surat Keputusan KPU

Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor: 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013

tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta

Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun

2013, mengalami ketidak jelasan dikarenakan ketidak patuhan pejabat Tata

Usaha Negara (KPU Provinsi Maluku) terhadap putusan PTUN yang telah

inkracht atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketidak

patuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan PTUN ditunjukan

dengan cara, proses penyelenggaraan pilkada tetap dilaksanakan sampai

dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
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2. Kendala yang kemudian menyebabkan tidak adanya kepatuhan dari pejabat

tata usaha negara dalam mematuhi putusan PTUN yang sudah memiliki

kekuatan hukum tetap yaitu :

a. Tidak dikabulkannya permohonan penundaan (skrosing) pelaksaan

Keputusan KPU Provinsi Maluku oleh Pengadilan TUN Ambon, yang

mengakibatkan tidak tunduknya, KPU Provinsi pada putusan tersebut;

b. Kepatuhan pejabatan tata usaha negara lebih kepada lembaga peradilan

lain, yang kemudian dinilai lebih menguntungkan posisinya tanpa

melihat apa yang menjadi objek dan kewenangan dalam menangani

perkaranya;

c. Belum ada regulasi yang lebih tegas membatasi kewenangan mengadili

khusus untuk sengketa pilkada, baik hasil maupun administrasi. Karena

faktanya kelemahan inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan

untuk tidak tunduk pada satu putusan lembaga peradilan yaitu PTUN.

3. Faktor yang mengakibatkan kecenderungan pejabat tata usaha negara tidak

patuh kepada putusan TUN yaitu karena, dalam putusan TUN tidak memuat

tentang penundaan pelaksanaan surat keputusan KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota. Dimana seharusnya yang perlu diperhatikan

dalam penyusunan putusan pengadilan TUN adalah, perlu memuat soal

penundaan (skorsing) pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara, sampai

mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau

inkracht. Hal ini dipandang perlu dan penting karena, ketika adanya

penetapan penundaan penyelenggaraan pilkada sampai dengan pelantikan,
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dapat menghindari dalil dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang

menyatakan bahwa tidak dilaksanakan putusan TUN karena sudah

dilakukannya proses pemilihan dan pelantikan.

Konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari pembatalan suatu Surat

Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon

yang memenuhi syarat yaitu secara administrasi surat keputusan tersebut,

telah batal demi hukum. Dengan dibatalnya proses administrasi tersebut,

maka dengan sendirinya proses pemilihan dan proses pelantikan yang telah

dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap, secara serta-merta juga dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu,

penulis menilai dalam putusan PTUN perlu memuat soal penundaan

(skorsing) pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara, untuk semua sengketa

pilkada.

B. Saran

Melalui kajian ini ditemukan berbagai kekurangan dan penyimpangan

yang terjadi dalam proses pencalonan di KPU Provinsi Maluku tahun 2013,

dan hal ini kemudian berimplikasi pada ketidakpatuhan pejabat publik (KPU

Provinsi Maluku) dalam melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. Saran atau masukan sebagai

sumbangsih pemikiran penulis dari kajian ini untuk memperbaiki

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Peradilan Tata Usaha Negara) dan

juga kepatuhan pejabat publik terhadap putusan lembaga Peradilan Tata Usaha

Negara kedepannya adalah:
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1. Perlu dibuat reformasi birokrasi khususnya terkait pemaknaan sadar hukum

atau peningkatan kesadaran dari pemerintah (self respect) bagi semua

pejabat publik, untuk menghormati semua putusan Tata Usaha Negara,

sebagai wujud penghormatan terhadap eksistensi dari lembaga-lembaga

negara.

2. Ketidakpatuhan pejabat TUN terhadap putusan PTUN yang telah inkracht

dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja

mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna

menjalankan ketentuan Undang-Undang, diancam dengan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (3) KUHP. Dengan

latarbelakang pemikiran bahwa hal tersebut dapat dimaknai sebagai

contempt of court dalam kategori civil contempt. Maka dalam KUHP

seharusnya dapat memperluas makna mencakup perbuatan dari pejabat

TUN yang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan TUN yang telah

inkracht. Agar bagi pejabat TUN yang tidak patuh, dapat dikenakan sanksi

pidana, dengan tujuan memberikan efek jera bagi setiap pejabat TUN yang

tidak patuh terhadap putusan Pengadilan TUN yang telah inkracht .

3. Bagi lembaga peradilan tata usaha negara, diharapkan dalam penyusunan

putusan, lebih mempertimbangakan dampak yang bersifat sistemik yaitu,

perlu mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan putusan TUN.

Dengan pertimbanganbahwa, konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari

pembatalan suatu Surat Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/kota tentang

penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat yaitu secara administrasi
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surat keputusan tersebut, telah batal demi hukum. Dengan dibatalnya proses

administrasi tersebut, maka dengan sendirinya proses pemilihan dan proses

pelantikan yang telah dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap, secara serta-merta juga dinyatakan tidak berlaku.

Oleh karena itu, penulis menilai dalam putusan PTUN perlu memuat soal

penundaan (skorsing) pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara, untuk

semua sengketa pilkada.
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